BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAERAH SERTA PENYAMPAIANNYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta
Penyampaiannya, Kepala Daerah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara
penatausahaan dan  penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pendapatan Daerah serta
Penyampaiannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 447);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 omor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampalannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat
Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 39);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2010
tentang Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pelaporan @ Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten @ Bandung (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAERAH
SERTA PENYAMPAIANNYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



(1)

(2)

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja SKPD.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang
bersumber dari transaksi PPKD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Pasal 2

Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

Untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan
SKPD berwenang:

a. menerima penerimaan yang bersumber dari
pendapatan asli daerah;

b. menyimpan seluruh penerimaan;

c. menyetorkan penerimaan yang diterima yang
diterima dari pihak ketiga ke rekening kas
umum daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja;

d. mendapatkan bukti transaksi atas
pendapatan yang diterima melalui Bank.



(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar
secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau
wajib retribusi mengalami kesulitan dalam
membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu
atau lebih bendahara penerimaan pembantu
SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang
bendahara penerimaan SKPD.

Tata cara penatausahaan dan penyusunan

laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan
pembantu SKPD serta penyampaiannya

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

PPKD/BUD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan
pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan
APBD.

Untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) PPKD/BUD berwenang
untuk mendapatkan bukti transaksi atas
pendapatan yang diterima melalui Bank.

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas
dan wewenang bendahara penerimaan PPKD
dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

PPKD Selaku BUD melakukan Evaluasi dan
Analisis atas laporan Bendahara SKPD dalam
rangka Rekonsiliasi Penerimaan.

Mekanisme dan tatacara verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 39



